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BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  

NOMOR 25 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
Menimbang       : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, 
perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 

2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang 

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang 
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5533); 
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 
2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; 
16. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 
dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 
Angka Kreditnya.  
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK 

BHARAT. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 

60) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 
angka 11.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 
7. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 
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8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya  disingkat  ULP adalah 

unit organisasi pemerintah  yang  berfungsi  melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, 
yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian/Subbagian pada 
Sekretariat Daerah. 

11.a. Dewan Pengawas ULP adalah dewan yang bertugas mengawasi 
pelaksanaan tugas kelompok kerja ULP.   

12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-
Purchasing. 

13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat 
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan 

menerima hasil pekerjaan. 
14. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa 
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 
perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, 

dan manajemen informasi aset. 
16. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri 

atas Pejabat Fungsional Tertentu Penyedia Barang/Jasa dan 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa yang 
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia  barang/jasa di 
dalam ULP. 

17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya. 
18. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah 

yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis 
web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi 
dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik 

yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) melalui http://www.lpse.pakpakbharat.go.id. 

19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang  ditetapkan oleh ULP 
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para 
pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 

20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
harga yang didasarkan pada data harga pasar setempat yang 
diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya 

pengadaan barang/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh 
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delapan) hari kerja sebelum  batas  akhir  pemasukan penawaran, 
disusun dan ditetapkan oleh PPK. 

21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah 
suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, 
tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan 

barang yang telah disusun oleh OPD terkait. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 
Pengguna Barang. 

24. Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud 
fisik lainnya. 

25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
26. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 

yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau 

penyediaan  jasa  selain  Jasa  Konsultansi,  pelaksanaan Pekerjaan 
Konstruksi dan pengadaan Barang. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 
 

Organisasi ULP mencakup : 

a. Kepala; 
b. Dewan Pengawas;  

c. Sekretaris; 
d. Kelompok Kerja (Pokja); dan 
e. Staf pendukung. 

 
3. Ketentuan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 

7.a sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 7.a 

 
(1) Dewan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Dewan Pengawas berasal dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP). 
(3) Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas kelompok 

kerja ULP. 
(4) Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati 

melalui Kepala ULP.  

 
4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
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Pasal 21 
 

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.  

 
5. Merubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang 

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 
Bupati ini.  

 
Pasal II 

 

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat Tahun 2017 Nomor 60) masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat.  
 

 
Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 21 Juni 2018 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
            ttd 

 
 

REMIGO YOLANDO BERUTU 
 

 

Diundangkan di Salak 
pada tanggal 22 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

 
 ttd 

         
SAHAT BANUREA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 25  
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  Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat  
Nomor : 25 Tahun 2018 

Tanggal : 22 Juni 2018 
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 

 
 

Bagan Struktur Organisasi ULP 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
                ttd 
 

 
REMIGO YOLANDO BERUTU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

KEPALA ULP 

SEKRETARIS ULP 

KELOMPOK KERJA STAF PENDUKUNG 

DEWAN 

PENGAWAS 
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 Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat  
Nomor : 25 Tahun 2018 

Tanggal : 22 Juni 2018 
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 

 
 

Bagan Lembaran Kerja Para Pihak dalam Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
                 ttd 

 
 

REMIGO YOLANDO BERUTU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PENGGUNA ANGGARAN 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

ULP/  

PEJABAT 

PENGADAAN 

PANITIA/PEJABAT 

PENERIMA HASIL 

PEKERJAAN  

PENYEDIA BARANG/JASA 
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  Lampiran III Peraturan Bupati Pakpak Bharat  

Nomor : 25 Tahun 2018 
Tanggal : 22 Juni 2018 
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat. 
 

 
Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa  
 

 

 
 

 
 BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
                ttd 
 

 
REMIGO YOLANDO BERUTU 

OPD PPK ULP/Pejabat Pengadaan

MULAI

SELESAI

Inventarisasi Kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa

diatas 
10 jt?

Menyiapkan Berkas 
Rencana Umum 
Pengadaan  :
1. Kebijakan Umum 
Pengadaan
2. Penganggaran Biaya
3. KAK

Pengadaan dilaksanakan
sendiri oleh OPD

Menerima Berkas Usulan

Validasi Usulan

Mengkaji
Ulang 
Usulan

Menetapkan Rencana 
Pelaksanaan 
Pengadaan (RPP) :
1. HPS
2. Spesifikasi Teknis
3. Gambar (Jika Ada)

Valid?

SPPBJ/SPK/SURAT 
PERJANJIAN/SPMK

YES

YES

Validasi RUP dan RPP

Valid?

Proses Pemilihan 
Penyedia

Laporan 
Pemilihan 
Penyedia

NO

NO

YES

NO

YES
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